PJ GUBERNUR BERSAMA DPRD SULTRA TANDATANGANI KUA DAN
PPAS APBD-P TAHUN 2024
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Sumber gambar: https://sultra.antaranews.com/

Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, menghadiri
Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sultra secara virtual dengan agenda utama adalah
penandatanganan nota kesepakatan.

"Jadi agenda rapat hari ini adalah penandatanganan nota kesepahaman atas
Perubahan Kebijakan Umum dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (KUA-
PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun
Anggaran 2024," kata Pj Gubernur dalam pernyataan resmi yang diterima, Rabu. Rapat
yang dipimpin oleh Ketua DPRD, H. Abdurrahman Saleh, dibuka dengan kehadiran
anggota DPRD Sultra yang telah memenuhi kuorum sebagaimana diatur dalam tata tertib
DPRD.

Acara ini merupakan bagian penting dari proses penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) yang melibatkan kolaborasi antara
DPRD dan Pemerintah Daerah. Dalam laporan yang disampaikan oleh Supratman, juru
bicara Badan Anggaran (Banggar), perubahan KUA-PPAS ini disebabkan oleh perubahan
beberapa asumsi dasar anggaran, seperti target pendapatan dan belanja daerah serta
adanya pergeseran anggaran.

Setelah pembahasan, disepakati bahwa target pendapatan daerah mengalami peningkatan
sebesar 12,09 persen dari sebelumnya sebesar 4, 745 triliun rupiah menjadi 5, 318 triliun
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rupiah, sementara belanja daerah meningkat sebesar 5,43 persen dari sebelumnya sebesar
4,983 triliun rupiah menjadi 5,254 triliun rupiah.

Rincian perubahan tersebut akan dituangkan dalam Rancangan Perubahan APBD
(RPAPBD) Tahun Anggaran 2024. Supratman juga menyampaikan rekomendasi
Banggar terkait koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk realisasi Dana Bagi
Hasil, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta alokasi anggaran prioritas untuk
infrastruktur dasar.

Mengacu pada Pasal 161 Ayat (2) PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi:

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA);

- Keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar organisasi, program, kegiatan,
atau jenis belanja;

- Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya,;

- Keadaan darurat atau luar biasa;

Penandatanganan Nota Kesepakatan dilakukan oleh Pj Gubernur Sultra, Andap

Budhi Revianto, yang bertindak atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan
Ketua DPRD, H. Abdurrahman Saleh, bersama Wakil Ketua DPRD, H. Herry Asiku, H.
Jumarding, dan Nursalam Lada, mewakili DPRD Provinsi Sultra.
Nota Kesepakatan ini menekankan pentingnya penyesuaian APBD 2024, mencakup
penyesuaian pendapatan daerah, optimalisasi belanja pegawai, belanja modal, serta
pembiayaan daerah, yang semuanya akan dijadikan acuan dalam penyusunan Rancangan
APBD Perubahan (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2024.

Pj Gubernur berharap bahwa perubahan ini dapat mendorong percepatan
pembangunan dan membantu menyelesaikan masalah sosial seperti kemiskinan,
pengangguran, dan stunting termasuk antisipasi anomali cuaca ekstrim akibat fenomena
el-nino yang menyebabkan kekeringan di Sultra tetap disampaikan.

"Saya berharap apa yang telah kita kerjakan menjadi sumbangsih yang berharga
dan memiliki dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan untuk mewujudkan
Sultra yang maju, sejahtera, dan modern,” tambah Andap.

Hadir dalam Rapat Paripurna ini antara lain Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD
Provinsi Sultra, Forkompimda Tingkat | Sultra, Sekda Provinsi Sultra, dan para Pimpinan
Tinggi Pratama Pemprov Sultra.
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Catatan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa perbendaharaan negara adalah
pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan
kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
a. Pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang

ditetapkan dengan Perda;

b. Pasal 1 ayat (22) menyatakan bahwa kebijakan umum APBD yang selanjutnya
disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan,
belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu)
tahun;

c. Pasal 1ayat (23) menyatakan bahwa prioritas dan plafon anggaran sementara yang
selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal
anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan
kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan
kerja perangkat daerah;

d. Pasal 23 ayat (4) menyatakan bahwa APBD, perubahan APBD, dan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. Pasal 161 ayat (2) menyatakan bahwa Perubahan APBD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:

(1) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;

(2) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar
organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar
jenis belanja;

(3) keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus
digunakan dalam tahun anggaran berjalan;

(4) keadaan darurat; dan /atau

(5) keadaan luar biasa;

f. Pasal 162 ayat (2) menyatakan bahwa Kepala Daerah memformulasikan
perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS
berdasarkan perubahan RKPD;
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g. Pasal 169 ayat (1) menyatakan bahwa rancangan perubahan KUA dan rancangan
perubahan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (2) disampaikan
kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun
anggaran berkenaan

h. Pasla 169 ayat (2) menyatakan bahwa rancangan perubahan KUA dan rancangan
perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dan
disepakati menjadi perubahan KUA dan perubahan PPAS paling lambat minggu
kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan;

i. Pasal 170 ayat (1) menyatakan bahwa perubahan KUA dan perubahan PPAS yang
telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 162 ayat (2) menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun RKA
SKPD.
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